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ABSTRAK
Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 23
tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
dinyatakan bahwa “Perlindungan anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”, yang bertujuan melindungi
anak dari tindak  kekerasan dan
diskriminasi. Kedudukan anak di Indonesia
sangat rentan dengan keadaan ekonomi
yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa
dan dipaksa untuk bekerja dalam
membantu mencukupi kebutuhan ekonomi
orang tuanya dalam mencukupi makan
untuk menyambung hidup sehari-hari.
Penelitian ini bertujuan untuk menjamin
dan melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Metode vyang digunakan
dalam penelitian ini yakni penelitian hukum
normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1.
Kekerasan terhadap anak adalah
“diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun
seksual, penelantaran, kekejaman,
kekerasan, dan penganiayaan,
ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
2. Perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Sedangkan yang dimaksud
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perlindungan hukum vyaitu perlindungan
yang diberikan kepada anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan
hukum, anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi, anak yang dieksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohaol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan
bagi anak yang menjadi korban penculikan,
korban kekerasan baik fisik maupun
mental, anak yang cacat dan juga bagi
anak-anak yang diterlantarkan.

Kata kunci: Kekerasan, anak.

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN
Kedudukan anak di Indonesia sangat
rentan dengan keadaan ekonomi vyang
terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan
dipaksa untuk bekerja dalam membantu
mencukupi kebutuhan ekonomi orang
tuanya dalam mencukupi makan untuk
menyambung hidup sehari-hari, sampai
saat ini jumlah pekerja anak masih belum
terdata secara pasti. Pekerja anak tersebut
baik di daerah pedesaan maupun di
perkotaan. Pekerja anak didaerah pedesaan
lebih banyak melakukan pekerjaan bidang
pertanian, perkebunan perikanan,
pertambangan maupun kegiatan ekonomi
di lingkungan keluarga. Pekerja anak di
daerah perkotaan dapat ditemukan di
perusahaan, rumah tangga (sebagai
pembantu rumah tangga atau pekerja
industri rumahan atau industri keluarga)
maupun dijalanan seperti penjual koran,
penyemir sepatu, pengamen dan pengemis,
pemulung bahkan sebagai pelacur dan
pengedar narkoba. Beberapa diantara
pekerjaan yang dilakukan anak tersebut
dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak. Banyak
alasan  yang  dikemukakan  sebagai
pembenaran terhadap keberadaan pekerja
anak tersebut. Dari berbagai alasan yang
dikemukakan, faktor kemiskinan dan
kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor
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utama yang mendorong keberadaan
pekerja anak.

Hak asasi anak tersebut merupakan
bagian dari hak asasi manusia yang
mendapat jaminan dan perlindungan
hukum baik Hukum Internasional maupun
Hukum Nasional.  Secara  universal
dilindungi dalam Universal Declaration of
Human Right (UDHR) dan International on
Civil and Political Rights (ICPR). Bahkan hak
asasi anak harus diperlakukan berbeda
dengan orang dewasa, yang diatur secara
khusus dalam konvensi-konvensi
Internasional khusus.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda
dari orang dewasa tersebut, karena anak
sejak masih dalam kandung, melahirkan,
tumbuh dan berkembang sampai menjadi
orang dewasa, masih dalam keadaan
tergantung, belum mandiri dan
memerlukan perlakuan khusus baik dalam
gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan,
agama dan ketrampilan, pekerjaan,
keamanan, bebas dari rasa ketakutan,
bebas dari rasa kekhawatiran maupun
kesejahteraannya. Perlakuan khusus
tersebut berupa mendapatkan
perlindungan hukum dalam mendapatkan
hak sipil, hak politik hak ekonomi, hak sosial
maupun hak budaya vyang lebih baik.
Sehingga begitu anak tersebut meningkat
menjadi dewasa akan lebih mengerti dan
memahami hak-hak yang dimilikinya, maka
begitu anak tersebut sudah tumbuh
menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi
dalam mengaplikasikan dan menerapkan
hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak
sosial dan hak budaya yang bertanggung
jawab sesuai dengan ketentuan hukum
yang telah ditetapkan. Dengan demikian
anak vyang sudah meningkat dewasa
tersebut sebagai generasi penerus masa
depan akan menjadi tiang dan fondasi yang
sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat,
bangsa dan negara.

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan

Lex Crimen Vol. Il/No. 5/September/2013

terhadap anak?

2. Bagaimana perlindungan hukum
terhadap anak jika dilakukan oleh
ibunya sendiri?

C. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan beberapa metode
penelitian dan teknik pengolahan data
dalam penulisan skripsi ini.

Misalnya studi dokumen atau bahan
pustaka, observasi, wawancara atau
interview.> Lingkup penelitian adalah
disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini
difokuskan  pada  penelitian  hukum
kepustakaan (penelitian hukum normatif).*

PEMBAHASAN
1. Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap

Anak

Tindakan kekerasan atau pelanggaran
terhadap hak anak tersebutdapat terwujud
setidaknya dalam empat bentuk.’ Pertama,
kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah
dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan
jenis ini adalah; menampar, menendang,
memukul/meninju, mencekik mendorong,
menggigit, membenturkan, mengancam
dengan benda tajam dan sebagainya.
Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak
secara langsung pada fisik korban seperti;
luka memar, berdarah, patah tulang,
pingsan dan bentuk lain yang kondisinya
lebih berat. Kedua, kekerasan psikis.
Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah
untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh
korban tidak memberikan bekas yang
nampak jelas bagi orang lain. Dampak
kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada
situasi perasaan tidak aman dan nyaman,
menurunkan harga diri serta martabat
korban. Wujud konkrit kekerasan atau

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,
Ul Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian
Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

> Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie
Sudiarti  Luhulima, Penghapusan  Diskriminasi
Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000, hal. 87.
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pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan
kata-kata kasar, penyalahgunaan
kepercayaan, mempermalukan orang di
depan orang lain atau di depan umum,
melontarkan ancaman dengankata-kata
dan sebagainya. Akibat adanya perilaku
tersebut biasanya korban akan merasa
rendah diri, minder, merasa tidak berharga
dan lemah dalam membuat keputusan
(decision making).

Ketiga, jenis kekerasan  seksual.
Termasuk dalam kategori ini adalah segala
tindakan yang muncul dalam bentuk
paksaan atau mengancam untuk
melakukanhubungan seksual (sexual
intercourse)melakukan penyiksaan atau
bertindak sadis serta  meninggalkan
seseorang, termasuk mereka vyang
tergolong masih berusia anak-anak setelah
melakukan hubungan seksualitas. Segala
perilaku yang mengarah pada tindakan
pelecehan seksual terhadap anak-anak baik
di sekolah, di dalam keluarga, maupun
dilingkungan sekitar tempat tinggal anak
juga termasuk dalam kategori kekerasan
atau pelanggaran terhadap hak anak jenis
ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan
yang dilakukan oleh guru, orang lain
bahkan orang tua tiri yang sering terekspos
dalam pemberitaan berbagai media massa
merupakan contoh konkrit kekerasan
bentuk ini.

Keempat, jenis kekerasan ekonomi.
Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di
lingkungan keluarga. Perilaku melarang
pasangan untuk bekerja atau mencampuri
pekerjaan pasangan, menolak memberikan
uang atau mengambil uang, serta
mengurangi  jatah  belanja  bulanan
merupakan  contoh  konkrit  bentuk
kekerasan ekonomi. Pada anak-anak,
kekerasan jenis ini sering terjadi ketika
Unicef meneliti  keumuman  bentuk
kekerasan yang terjadi pada anak sesuai
tingkatan usianya.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Setiap
Fase Anak

Bentuk Kekerasan. Pralahir Aborsi dan
risiko janin ketika mengalami pemukulan
fisik. Bayi Pembunuhan anak, kekerasan
fisik, psikologis dan seksual. Anak
Pernikahan dini, kekerasan alat genital,
inses, kekerasan fisik, psikologis dan
seksual.’ Remaja Pemerkosaan, inses,
pelecehan seksual di lingkungan sosial,
dijadikan wanita penghibur, kehamilan
paksa, perdagangan remaja, pembunuhan,
pelecehan psikologis.

Tindakan kekerasan terhadap anak,
mulai dari pengabaian anak sampai pada
pemerkosaan dan pembunuhan anak
terutama di lingkungan keluarga
mempunyai beberapa klasifikasi menurut
beberapa ahli. Kekerasan anak secara fisik,
adalah  penyiksaan, pemukulan, dan
penganiayaan terhadap anak, dengan atau
tanpa menggunakan benda-benda tertentu,
yang menimbulkan luka-luka fisik atau
kematian kepada anak. Bentuk luka dapat
berupa lecet atau memar akibat
persentuhan atau kekerasan benda tumpul,
seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang
atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar
akibat bensin panas atau berpola akibat
sundutan rokok atau setrika, Lokasi luka
biasanya ditemukan pada daerah paha,
lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung
atau daerah bokong, Terjadinya kekerasan
terhadap anak secara fisik umumnya dipicu
oleh tingkah laku anak yang tidak disukai
orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel,
menangis terus, minta jajan, buang air,
kencing atau muntah disembarang tempat,
memecahkan barang berharga.

Kekerasan anak secara psikis, meliputi
penghardikan, penyampaian kata- kata
kasar dan kotor, memperlihatkan buku,
gambar atau film pornografi pada anak.

® Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom,

Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara
Norma dan Realita, Rajawali Press, Jakarta, 2007,
hal. 165.
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Anak yang mendapatkan perlakuan ini
umumnya menunjukkan gejala perilaku
maladaftif, seperti menarik diri, pemalu,
menangis jika didekati, takut keluar rumah
dan takut bertemu orang lain. Kekerasan
anak secara seksual, dapat berupa
perlakuan prakontak seksual antara anak
dengan orang yang lebih besar (melalui
kata, sentuhan, gambar visual,
exhibitionism), maupun perlakuan kontak
seksual langsung antara anak dengan orang
dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi
seksual).

Kekerasan anak secara sosial, dapat
mencakup  penelantaran  anak dan
eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah
sikap dan perlakuan orang tua yang tidak
memberikan perhatian yang layak terhadap
proses tumbuh kembang anak. Misalnya
anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga,
atau tidak diberikan pendidikan dan
perawatan kesehatan yang layak.
Eksploitasi anak menunjuk pada sikap
diskriminatif atau perlakuan sewenang-
wenang terhadap anak yang dilakukan
keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh,
memaksa anak untuk melakukan sesuatu
demi kepentingan ekonomi, sosial atau
politik tanpa memperhatikan hak-hak anak
untuk mendapatkan perlindungan sesuai
dengan perkembangan fisik, psikis dan
status sosialnya

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Akibat Kekerasan Yang Dilakukan
Orangtuanya Sendiri

Dalam Mukadimah Deklarasi PBB tersirat
bahwa umat manusia berkewajiban
memberikan yang terbaik bagi anak-anak.

Semua pihak menyetujui peran anak (role

of the child) merupakan harapan masa

depan, anakku adalah yang paling berharga
bagiku (GBHN) dan anakku adalah
semangat hidupku. Ketentuan Undang-
undang tentang perlindungan hukum

dimuat dalam pasal 34 UUD 1945,

ketentuan ini ditegaskan pengaturannya

dengan  dikeluarkannya UU No. 4
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Tahun1979 dan kemudian diperbaharui
dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002
tentang Kesejahteraan Anak.’

Anak mempunyai eksistensi sebagai
anak manusia yang merupakan totalitas
kehidupan dan kemanusiaan.

Benarkah hak-hak anak sudah menjadi
realitas dunia, masih banyak bentuk-bentuk
eksploitasi, kekerasan, diskriminasi baik
secara nyata maupun terselubung.

Sampai saat ini problematika anak
belum menarik masyarakat dan
pemerintah. Pada sektor ekonomi masih
banyak anak-anak yang bekerja di luar
rumah disebabkan tekanan ekonomi.
Secara kuantitas jumlahnya meningkat
terus karena krisis ekonomi yang melanda
Indonesia terutama di sektor informal.
Bermacam bentuk eksploitasi terhadap
pekerja anak di sektor formal dan informal
telah menyebabkan anak-anak tidak
memperoleh  hak-haknya di  bidang
pendidikan, pelayanan kesehatan,
menikmati masa kanak-kanak untuk belajar
dan bermain.

Secara garis besar Deklarasi Mukadimah
PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak,
yaitu: hak untuk memperoleh perlindungan
khusus, kesempatan dan fasilitas yang
memungkinkan mereka berkembang secara
sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan
bermanfaat, memiliki nama dan
kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan
sosial termasuk gizi yang cukup,
perumahan, rekreasi dan pelayanan
kesehatan, memperoleh pendidikan,
perawatan dan perlakuan khusus jika
mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan
dalam suasana yang penuh kasih dan rasa
aman sedapat mungkin di bawah asuhan
serta tanggung jawab orang tua mereka
sendiri mendapat pendidikan, dan dalam
hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka
termasuk yang pertama memperoleh
perlindungan terhadap segala bentuk yang

7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Kesejahteraan Anak.
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menyia-nyiakan anak, kekejaman dan
penindasan  serta perbuatan  yang
mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.
Pengertian perlindungan anak (Ps. ay. 2
UU No. 23 th. 2002) adalah® segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Secara singkat ditegaskan bahwa anak-
anak harus dibesarkan dalam

semangat/jiwa yang penuh pengertian,

toleransi, persahabatan antar bangsa,

perdamaian dan persaudaraan vyang
bersifat universal.

Secara garis besar perlindungan anak
dapatdibedakandalam2 pengertian, yaitu:

I. Perlindungan vyang bersifat yuridis

meliputi:

1) bidang hukum publik; dan

2) bidang hukum keperdataan
Il. Perlindungan yang bersifat non yuridis:

1) bidang sosial;

2) bidang kesehatan; dan

3) bidang pendidikan®

Hukum perlindungan anak sebagai
hukum tertulis maupun tidak tertulis yang
menjamin  anak  benar-benar dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada
tahun 1979 dikeluarkan Undang-Undang

Nomor 4  Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak.

Pasal 2 UU No. 4/1979 merumuskan hak
anak:

a. anak berhak atas kesejahteraan,
perawatan asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam
keluarganya maupun didalam asuhan
khusus untuk tumbuh dan berkembang
dengan wajar.

b. anak berhak atas pelayanan untuk
mengembangkan kemampuan dan

® Emeliana Krisnawati, Op-cit, hal. 2.
° Ibid, hal. 2, 3

kehidupan sosialnya, sesuai dengan
kepribadian.

Dalam Undang-undang No. 39 tahun
1999 tentang hak asasi manusia’®
menyebutkan setiap anak berhak atas
perlindungan oleh orang tua, keluarga,
masyarakat dan negara (pasal 52 ayat (1)).
Hak anak adalah hak asasi manusia dan
untuk kepentingannya hak anak itu diakui
dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak
dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak
sejak dalam kandungan berhak untuk
hidup, mempertahankan hidup dan
meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53
ayat (1)). Setiap anak sejak kelahirannya,
berhak atas suatu nama dan status
kewarganegaraan.

Dengan penjelasan, yang dimaksud
dengan suatu nama adalah nama sendiri,
dan nama orangtua kandung dan atau
nama keluarga dan atau nama marga(ayat
(2)). Setiap anak yang cacat fisik dan atau
mental berhak memperoleh perawatan,
pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus
atas biaya negara, untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan martabat
kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya
diri dan kemampuan berpartisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Dengan penjelasan,
pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan
atau mental atas biaya negara diutamakan
bagi kalangan yang tidak mau (pasal 54).

Setiap anak berhak untuk beribadah
menurut agamanya, berpikir dan
berekspresi  sesuai  dengan  tingkat
intelektualitas dan usianya dibawah
bimbingan orang tua dan atau wali (pasal
55). Setiap anak berhak untuk mengetahui
siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh
oleh orang tuanya sendiri (pasal 56 ayat
(1)). Dalam hal orang tua anak tidak mampu
membesarkan dan memelihara anaknya
dengan baik dan sesuai dengan Undang-
undang ini, maka anak tersebut

' Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.
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bolehdiasuh atau diangkat anak oleh orang
lain sesuai dengan ketentuan Undang-
undang (ayat (2)). Setiap anak berhak untuk
dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik,
diarahkan dan dibimbing kehidupannya
oleh orang tua atau walinya sampai dewasa
sesuai dengan ketentuan Undang-undang
(pasal 57 ayat (1)). Setiap anak berhak
untuk mendapatkan orang tua angkat atau
wali berdasarkan putusan pengadilan
apabila kedua orang tua telah meninggal
dunia atau karena suatu sebab yang sah
tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai orang tua (ayat (2)). Orang tua
angkat atau wali, harus menjalankan
kewajiban sebagai orang tua vyang
sesungguhnya (ayat (3)).

Setiap anak berhak untuk mendapatkan
perlindungan hukum dari segala bentuk
kekerasan fisik atau mental, penelantaran,
perlakuan buruk, dan pelecehan seksual
selama dalam pengasuhan orang tua atau
walinya, atau pihak lain manapun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan anak
tersebut(pasal58 ayat (1)). Dalam hal
orangtua, wali atau pengasuh anak
melakukan segala bentuk penganiayaan
fisik atau mental, penelantaran, perlakuan
buruk dan pelecehan seksual termasuk
pemerkosaan dan atau pembunuhan
terhadap anak yang seharusnya dilindungi
maka harus dikenakan pemberatan
hukuman (ayat (2)).

Setiap anak berhak untuk tidak
dipisahkan dan orang tuanya secara
bertentangan dengan kehendak anak
sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan
hukum yang sah yang menunjukkan bahwa
pemisahan itu adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak (Pasal 59 ayat (1)). Dalam
keadaan hak anak untuk tetap bertemu
langsung dan berhubungan pribadi secara
tetap dengan orang tuanya tetap dijamin
oleh Undang-undang. Dengan penjelasan,
berkaitan dengan perceraian orang tua
anak, atau dalam hal kematian salah
seorang dari orang tuanya atau dalam hal
kuasa asuh orang tua dicabut atau bila anak
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disiksa atau tidak dilindungi atau
ketidakmampuan orang tuanya.

Setiap anak berhak untuk memperoleh
pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya sesuai dengan
minat, bakat dan tingkat kecerdasannya,
mencakup pendidikan tata krama dan budi
pekerti (pasal 60 ayat (1)). Setiap anak
berhak mencari, menerima dan
memberikan informasi sesuai dengan
tingkat intelektualitas dan usianya demi
pengembangan dirinya sepanjang sesuai
dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan
(ayat (2)). Setiap anak berhak beristirahat,
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,
berekreasi dan berkreasi sesuai dengan
minat, bakat dan tingkat kecerdasannya
demi pengembangan dirinya (pasal 61).
Setiap anak berhak untuk memperoleh
pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik
dan mental spiritualnya (pasal 62). Setiap
anak berhak untuk tidak dilibatkan didalam
peristiwa peperangan, sengketa bersenjata,
kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang
mengandung unsur kekerasan (pasal 63).
Setiap anak berhak untuk memperoleh
perlindungan dari kegiatan eksploitasi
ekonomi dan setiap pekerjaan yang
membahayakan dirinya, sehingga dapat
menggangu pendidikan, kesehatan fisik,
moral, kehidupan sosial dan mental
spiritualnya (pasal 64).

Setiap anak berhak untuk memperoleh
perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan
pelecehan seksual, penculikan,
perdagangan anak serta dari berbagai
bentuk penyalahgunaan narkotika
psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dengan
penjelasan, berbagai bentuk
penyalahgunaan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya mencakup kegiatan
produktif, peredaran dan perdagangan
sampaidengan penggunaannya yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (pasal 65).

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan
sasaran penganiayaan, penyiksaan atau
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penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

(pasal 66 ayat (1)). Hukum mati atau

hukuman seumur hidup tidak dapat

dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang
masih anak (ayat (2)).Setiap anak berhak
untuk tidak dirampas kebebasannya secara
melawan hukum (ayat (3)). Penangkapan,
penahanan atau pidana penjara anak hanya
boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang
berlaku dan hanya dapat dilaksanakan
sebagai upaya terakhir (ayat (4)). Setiap
anak yang dirampas kebebasannya berhak
mendapatkan perlakuan secara manusiawi
dan dengan memperhatikan kebutuhan
pengembangan pribadi sesuai dengan
usianya dan harus dipisahkan diri dari orang
dewasa, kecuali demi kepentingannya
(ayat(5)). Setiap anak vyang dirampas
kebebasannya berhak memperoleh
bantuan hukum atau bantuan lainnya
secara efektif dalam setiap tahapan upaya
hukum yang berlaku (ayat (6)). Setiap anak
yang dirampas kebebasannya berhak untuk

membela diri dan memperoleh keadilan di

depan pengadilan anak yang obyektif dan

tidak memihak dalam sidang yang tertutup

untuk umum (ayat (7)).

Dalam Undang-undang No. 23 tahun
2002 tentang perlindungan anak,
menyebutkan bahwa penyelenggaraan
perlindungan anak berasaskan Pancasila
dan berlandaskan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak
meliputi (Pasal 2):*!

a. Non diskriminasi.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
adalah dalam semua tindakan yang
menyangkut anak yang dilakukan oleh
pemerintah, masyarakat, badan legislatif
dan badan yudikatif, maka kepentingan
yang terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup
dan perkembangan adalah hak asasi

" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945.

yang paling mendasar bagi anak yang
dilindungi oleh negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga dan orang tua. D
Penghargaan terhadap pendapat anak
adalah penghormatan atas hak-hak anak
untuk berpartisipasi dan menyatakan
pendapatnya dalam pengambilan
keputusan terutama jika menyangkut
hal-hal yang mempengaruhi
kehidupannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia
dan sejahtera (pasal 3).

Setiap anak berhak untuk dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi (Pasal 4). Setiap anak berhak
atas suatu nama sebagai identitas diri dan
status kewarganegaraan (pasal 5). Setiap
anak berhak untuk beribadah menurut
agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai
dengan tingkat kecerdasan dan usianya
dalam bimbingan orang tua. Dalam hal ini
dimaksudkan untuk memberi kebebasan
kepada anak dalam rangka
mengembangkan kreativitas dan
intelektualnya (daya nalarnya) sesuai
dengan tingkat usia anak. Pengembangan
tersebut masih tetap harus berada dalam
bimbingan orang tuanya (pasal 6). Setiap
anak berhak untuk mengetahui orang
tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang
tuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui
siapa orang tuanya dalam arti asal-usulnya
(termasuk itu susunya). Dimaksudkan untuk
menghindari terputusnya silsilah  dan
hubungan darah antara anak dengan orang
tua kandungnya, sedangkan hak untuk
dibesarkan dan diasuh orang tuanya,
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dimaksudkan agar anak dapat patuh dan
menghormati orang tuanya (pasal 7 ayat
(1)). Dalam hal karena suatu sebab orang
tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak atau anak dalam keadaan
terlantar maka anak tersebut berhak diasuh
atau diangkat sebagai anak asuh atau anak
angkat oleh orang lam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pengasuhan dari
pengangkatan anak dilaksanakan sesuai
dengan norma-norma hukum, adat istiadat
yang berlaku dan agama yang dianut anak
(ayat (2)).

Setiap anak berhak memperoleh
pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,
spritual dan sosial (pasal 8). Setiap anak
berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya
sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal9
ayat (1)). Selain hak anak, khusus bagi anak
yang menyandang cacat juga berhak
memperoleh  pendidikan luar  biasa,
sedangkan bagi anak vyang memiliki
keunggulan juga berhak mendapatkan
pendidikan khusus (ayat (2)). Setiap anak
berhak menyatakan dan didengar
pendapatnya, menerima, mencari dan
memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-
nilai kesusilaan dan kepatuhan (Pasal 10).
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan
memanfaatkan waktu luang, bergaul
dengan anak vyang sebaya, bermain,
berekreasi dan berkreasi sesuai dengan
minat, bakat dan tingkat kecerdasannya
demi perkembangan diri (pasal 11).

Menurut buku Kitab Undang-Udang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi
Pasal,">’KUHP memang tidak mendefinisikan

12 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal
Demi Pasal, hal. 245.
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apa yang dimaksud dengan penganiayaan
dan penganiayaan ringan. Namun, menurut
yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata
penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan
perasaan tidak enak (penderitaan), rasa
sakit, atau Iluka. Contoh “rasa sakit”
tersebut misalnya diakibatkan mencubit,
mendupak, memukul, menempeleng, dan
sebagainya.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. UU Perlindungan Anak yang dimaksud
kekerasan terhadap anak adalah
“diskriminasi, eksploitasi baik fisik
maupun  seksual, penelantaran,
kekejaman, kekerasan, dan
penganiayaan, ketidakadilan, dan
perlakuan salah lainnya.
Kekerasan yang dialami anak dapat
berakibat langsung pada diri sang
anak, bila seorang anak mengalami
kekerasan secara fisik, dampak
langsung vyang akan dialaminya
diantaranya dapat mengakibatkan
kematian, patah tulang/luka-luka, dan
pertumbuhan fisiknya pun berbeda
dengan teman sebayanya. Sedangkan
dampak jangka panjang yang dapat
dialami  anak yang mendapat
kekerasan adalah akan munculnya
perasaan malu/menyalahkan  diri
sendiri, cemas/depresi, kehilangan
minat untuk bersekolah, stres pasca-
trauma seperti terus-menerus
memikirkan peristiwa traumatis yang
dialaminya, dan dapat pula tumbuh
sebagai anak yang mengisolasi diri
sendiri dan lingkungan di sekitarnya.

2. Perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin  dan
melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
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. Perlindungan

Sementara yang dimaksud
perlindungan hukum yaitu
perlindungan yang diberikan kepada
anak dalam situasi darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi,
anak yang dieksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagnagkan, anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya, dan bagi anak yang menjadi
korban penculikan, korban kekerasan
baik fisik maupun mental, anak yang
cacat dan juga bagi anak-anak yang
diterlantarkan.

Saran
1. Dalam rangka meningkatkan
efektivitas penyelenggaraan

perlindungan anak perlu dibentuk
komisi perlindungan anak Indonesia
yang bersifat independen. Untuk
menjaga tegaknya dan keutuhan
keluarga, masyarakat, bangsa dan
negara, maka diperlukan kepedulian
baik orangtua, keluarga, masyarakat,
maupun bangsa dan negara terhadap
anak karena anak adalah asset negara
untuk memimpin masa depan yang
lebih baik.

Kejahatan terhadap
anak dalam sistem perundang-
undangan nasional tampaknya belum
memperoleh perhatian serius. Hal ini
terlihat masih sedikitnya aturan
dalam perundang-undangan
mengenai hak-hak atas anak. Ada
beberapa perundang-undangan tetapi
masih bersifat parsial dan tidak
berlaku secara umum untuk semua
korban terutama anak-anak yang
dilakukan orangtuanya sendiri.
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